
BUPATJ LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN REKONSILIASI DATA KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN DI LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan 

pertanggungjawaban keuangan APBD dengan tertib 

dan benar, penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah harus mempedomani Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah dan PMK RI Nomor 235/PMK.07 /2015 tentang 

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ a tau Dana 

Alokasi Umum dalam bentuk Non Tunai bahwa 

Pemerintah Daerah harus menyampaikan data berupa 

laporan posisi kas bulanan dan ringkasan realisasi 

APBD bulanan sebagai data yang digunakan untuk 

menghitung besaran penyaluran DBH dan/ a tau Dana 

Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara; 

b. bahwa untuk penyesuaian data keuangan antara 

Bendahara Umum Daerah dengan Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lebong agar sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu mengatur 

mengenai pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong di 

lingkup Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong; 

P · · Bengkulu 
Jalan Raya Muara Aman -Arga Makmur No. 1 Tubel Kabupaten Lebong rovms, 

No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website: www.lebongkab.go.ld 

\ , 

\ 



/ 
/ 

/ 

/ 
( 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



/ 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pem ben tukan Pera tu ra n Perundang-U ndangan 

(Lemba ran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ata s Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten ta ng Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
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Dnc1·uh (Lembnrun Ncgnru Rcpublik lmlotieHin Tnhun 

2010 Nomor I Io, Tnmbuh rm Lembo run NfJguru 

Rcpublik r ncioncsia Norn or 5 155); 

15. Peraturan Pcmcrinlnh Nomor 65 Tuhun 2005 tcntung 

Pedoma n Penyusunnn don Pcncrupa n Stundo.r 

Pelayanan Minima l (Lcmba ra n Negara Rcpublik 

r ndoncsia Tahun 2005 Norn or 150, Tambahan 

Lcmbaran Nega ra Republik Jndonesia Nomor 4585) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang 

Pelaporan Keua ngan da n Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Nega ra Republik 

Indonesia Nomor 4614) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan · Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 
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22. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Ta lmn 2016 tentang 

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157) ; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi 

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup 

Bendahara Um urn Negara dan Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1025); 



Menetapkan 

29. Peraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun 2016 Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10); 

31. Peraturan Bupati Le bong Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Lebong; 

32. Peraturan Bupati Lebong Nomor 89 Tahun 2017 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Lebong; 

33. Peraturan Bupati Lebong Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN 

REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH 

DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN LEBONG . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Bupati adalah Bupati Lebong. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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5. l<cua nga n Dacrah ndnlah scmuo hnk don kcwajiba n dacrah dalam 

rangka penyelenggarann pcmcrintnhan dacra b yang dapat dinilai dcngan 

uang termnsuk dida lnmnya scgo la bcntuk kckayaan yang berhubungan 

dengan ha k dan kewajiban dacrnh tcrscbut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangnn tahunan pemcrintahan dacrah yang 

dibahas dan disclujui bersama olcb pcrncrinta h daerah dan DPRD, dan 

ditctapkan dengan peraturan daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pcngelola keuangan daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan se bagian tu gas dan fungsi SKPD. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang 

melaksanakan pengelolaan APBD . 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran / barang. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 

bad an/ dinas / kan tor. 

14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa system/ subsistem yang berbeda berdasarkan 

dokumen sumber yang sama. 

15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan 

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

dan catatan atas laporan keuangan. 

16. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah 

dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah 

dilaksanakan serta telah menunjukan hasil yang sama atau memenuhi 

kriteria untuk diterbitkan. 
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SP_ ndnlnh Rurnt JJcntlil' r il11ln11111 1l'11t1mg pc:11~c nu11n 11111\tn l v ., 11111-r 
diterbitknn olch Bcndnhnrn u111111 n 1)1,crnh md11lu l Bl<11111H Ak u ntn nM; 

dnn Dutu Kcunn~nn B11cl11n Kclt1rn1•11n D11 ·mil kq)(ld r, lJ nll Akttnt on, \ 

pndo Pcnggunn Anggnrn n di S KJ>l) ymH~ I id nk 1ncl11lrn lrn11 R ·\«m t ill ru 1 

sampni bntns "' uktu ynng dih·ntulrnn . 
18. Surat Pcmbcrit nhunn Pcn c-nbut1111 I' ·n1•c1w111 1 S 1111lrni yn n g nclnnjutnyn 

dis ingka t SP3S ncialnh s urnl pcm l>c rilnhunn 01 ·n~~cnni pcncuh u tan 

sunksi yung dit •rbitknn nlch Bnd11n Kcu11n p11n Dn · ruh 8 ·lul<u Bendu hara 
Urnum Dacrnh mclnlui Bidnng /\lrnnln n~i clnn Duin l<cu nnp,un kc r,n<..l u 

Unit Akuntansi Pcngguna Anggurnn di Linpku p SKPD Y«ng Hu c.l uh 
mclakukan rckonsiliasi surnpni bntns wnl<t u ynng ditcnluku.n. 

19. Unit Akuntansi dan Pclapornn Kcunngn n Pengpun a Angga ron UAKP/\ 
adalah unit akuntansi SKPD (B •ndnhara Pengclua rnn , PPK SKPD dan 

Penguna Anggaran) yang mclakukun k ·gia tan ukuntansi da n pcla poran 

ditingkat satuan kerja pcrangkal dncrah . 
~ 

20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Bcndahara Umum Ducra h yang <lisingkal 
UAKPA BUD adalah unit akunlnnsi kcua ngan clan pclaporan ya ng 
dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah mclalui Bidang Akuntansi dan 
Data Keuangan Badan Keu angan Dacrah Kabupaten Lcbong. 

BAB 11 
RUANG LINGKUP 

Pasa12 
(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengcnai pelaksanaan rekonsiliasi 

lingkup pada Bidang Akuntansi dan Da ta Keu angan Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Lebong. 

(2) Bidang Akuntansi dan Data Keu an gan S adan Keuanga n Daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (1) merupaka n Sa tuan Kerja Bidang 
Akuntansi dan Data Keuangan BKD Kabupa ten Lebong yang menyusun 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tidak mengunakan 
Sistem Aplikasi Terintegrasi. 

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan 

Keuangan Daerah dengan bendahara Pengeluaran dan / a tau 
bendahara penerimaan SKPD; dan 

b. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara unit akuntansi SKPD dengan 
Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah. 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum laporan 
keuangan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk tujua n 
konsolidasi. 

(5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: 
a. Rekonsiliasi unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada 

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang; 

1 
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b . Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang d cn gan Pengelola Barang; dan 
c. Rekonsiliasi antara BUD dengan Pengelola Barang. 

d t (5) diatur dengan Pcratura· n (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksu ay a 
Bupati tersendiri. 

BAB III 
TA KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN REKONSILJASI DA 

Pasal 3 
ba aimana dimaksud dalam Pasal (1) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah se g 

2 ayat (3) hurup a dilaksanakan untuk ; 
ld kas di neraca SKPKD dengan a. Memastikan kesesuaian antara sa O 

. 
d I a tau bendahara penenmaan saldo kas di bendahara pengeluaran an 

SKPD. 
b. Memastikan kesesuaian antara BKU dan SPJ fungsional SKPKD dengan BKU dan SPJ Fungsional di bendahara pengeluaran dan/ atau 

bendahara penerimaan SKPD. 
c. Memastikan kesesuaian antara Buku Pembantu Pajak dan Buku SSP SKPKD dengan Buku Pembantu Pajak dan Buku SSP SKPD di Bendahara pengeluaran SKPD serta SKPD menyarnpaikan Laporan Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian 

(RTH) . 
d. Memastikan kesesuaian antara Register SP2D SKPKD dengan Register SP2D bendahara pengeluaran SKPD . 
e. Memastikan kesesuaian antara Saldo Akhir BKU SKPD dengan Saldo Akhir Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD. 
f. Memastikan kesesuaian antara Dokumen Kartu Kendali Kegiatan SKPKD dengan Dokumen Kartu Kendali Kegiatan bendahara 

pengeluaran SKPD. 
g. Memastikan kesesuaian Laporan Operasional, LRA, dan LPE SKPKD dengan Laporan Operasional, LRA, dan LPE SKPD 

(2) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan antara Unit Akuntansi Pengguna Anggaran SKPD dengan Unit Akuntansi Bendahara Umum Daerah (Bidang Akuntansi dan Data Keuangan BKD Kabupaten Le bong). (3) Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 
(4) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. 

\ 



Pasal4 
(l) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksuct dal 

2 . arn Pasa1 
ayat (3) d1lakukan secara manual dengan membandingkan 

data 
keuangan pada Aplikasi Simda Keuangan Daerah SKPKD d engan 
Aplikasi Simda Keuangan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara 

penerima SKPD. 
(2) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

setiap bulan pada tanggal 1 s/d 12 bulan berikutnya setelah bulan 

berj alan berakhir. 
(3) Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dan berkas 
kelengkapan (Hardcopy) yang tertera didalam Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR) dilengkapi oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran SKPD paling 
lambat 1 hari setelah acara selesai pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi 
Data Keuangan tersebut. 

(4) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara manual 
oleh: 

a. Staf Bidang Akuntansi dan Data Keuangan yang melaksanakan 
Rekonsiliasi Data Keuangan sesuai dengan Surat Tugas yang sudah 
dikeluarkan oleh Kepala BKD; 

b. Kepala Sub Bidang Pengelola Data Keuangan Daerah yang memeriksa 
kesesuaian data keuangan yang sudah di rekonsiliasikan; 

c . Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai unit akuntansi SKPD yang 
melaksanakan rekonsiliasi data keuangan; 

d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang 
memeriksa hasil rekonsiliasi data keuangan yang sudah 
direkonsiliasikan; dan 

e . Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan yang bertindak sebagai 

penanggungjawab rekonsiliasi pada PPKD selaku BUD. 

(5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai 

dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya 

setelah bulan bersangkutan berakhir. 

(6) Dalam hal tanggal 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

jatuh pada hari libur yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksankan paling 

lambat pada hari kerja sebelumnya. 

(7) Dalam kondisi tertentu, Bendahara Umum Daerah melalui Bidang 

Akuntansi dan Data Keuangan dapat mengatur jadwal dan tanggal 

pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagai mana 

dimaksud ayat (2) dan ayat (5). 

(8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 

meliputi: 

a . Kebijakan cuti/libur nasional; 

b. Kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan 

unaudited, dan tahunan audited; dan/ atau, 

c. Permasalahan sistem aplikasi. 
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n audited terdapat p b (9) Dalam hal pcnyusunon laporan keuangu cru ahan data laporan keuangan vang mempcngaruhi Laporan Keuangan Pcmerintah Daernh pad; SKPKD/PPKD/B~D,Ak dan _melakukan 
d 1 dengan Unit untans1 Pengguna rckonsiliasi data keuangan aera 1 

Anggaran/SKPD. 

Pasal 5 
. . . Keuangan sebagaimana dimaksud ( 1) Sistem dnn Prosedur Rekonsilms_i Data 

d , 1 4 l (1) sebagai benkut: . pa a pasa aya (UAKPA) SKPD meny1apkan . k t . Pengguna Anggaran a. Umt A un ansi bawa Laptop yang sudah rekening koran dun mem dokumen berupa data keuangan ke Unit ada Aplikasi Simda Keuangan beserta 
Akuntansi BUD SKPKD setiap bulannya; . b . UAKPA SKPD melakukan ekspor data yang d1perlukan untu~ SPM SP2D Data Kontrak, Bukt1 rekonsiliasi data keuangan berupa , ' Penerimaan, STS, Pajak, Mutasi Kas dan diimport kedalam server 

database Simda Keuangan SKPKD; . c. UAKPA SKPD dan Staf Pengelola Data Keuangan Bidang Akuntans1 dan Data Keuangan melakukan posting Data agar data yang di Import kedalam Simda Keuangan masing-masing dapat tercatat kedalam 
pembukuan keuangan; 

d . UAKPA SKPD dan UAKBUD SKPKD melakukan kesamaan Simda yang berupa kesamaan nilai dari BKU, SPJ Fungsional, Buku Pembantu Pajak dan Bukti SSP, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Register SPM, Register SPP-SP2D (UP,TU,LS), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Dokumen kendali kegiatan, Kartu Kendali 
BTL dan Rekening Koran; 

e. UAKBUD SKPKD mengeluarkan hasil dari rekonsiliasi data keuangan yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi jika terdapat kesesuaian data keuangan pada Simda Keuangan SKPD dengan data keuangan pada server Simda Keuangan SKPKD, sebanyak 2 (dua) rangkap untuk ditandatangni oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran 
SKPD; 

f. Setelah UAKPA SKPD menerima BAR, SKPD melengkapi semua kelengkapan berkas yang tertera didalam BAR, dan menyerahkan 
kepada UAKBUD SKPKD untuk diperiksa kembali paling lama 1 hari setelah BAR di laksanakan; 

g. Setelah Staf pengelolaan data keuangan UAKBUD SKPKD memeriksa 
berkas terhadap data di Server Simda Keuangan dan kelengkapan 
berkasnya telah sesuai dengan yang diminta, maka kelengkapan berkas beserta BAR ditandatangani, dan setelah itu berkas 
kelengkapan dan BAR di serahkan ke Kasubbid Data Keuangan 
UAKBUD SKPKD untuk diperiksa kembali ke server Simda Keuangan dan kecocokan berkas terhadap bukti-bukti serta rekening Koran , hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam 
pemeriksaan awal oleh Staf· 
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h. Setelah berk s d n BAR dipcriksn nleh Knsubbid Da ta Kcuungun, jikn 

d kumen tersebut ndn ketid 1kscsu i n m. kn bcrkns da n BAR 

dikemb.E lika n ke AKPA SKPD untuk dipt·rbniki. jikn bcrkas dokum •n 

sud h lengk p dan sesu i mnk l BAR dit,mdatang ni; 

i. etela h berka s da n B:\R tel h sesuni dnn sudnh ditnndatangani olch 

Kepal Sub Bid . ng AKB D ""' KPKD. m a k dinaikan ke K pala 

Bida ng Akunrnnsi d e n D .. tn l(e u ngnn UAKBUD SKPKD untuk 

dit ndatan:::,L ni , yang me ny, t k n b, hwa proses rekonsiliasi data 

keu~~m:an tel h seles i: d n 

j . ~etel th BAR d itandatanoc n i eh Krp l Bida ng Akuntandi dan Data 

Keuangan Af.;:B D I.;:PJ.;:D mak . BAR 1 (satu) rnngkap diserahkan 

ke AI{PA SI{PD da n l(sa tu) rnngk p la gi di a rsipkan di UAKBUD. 

BAB I\ 
.-\NKSI 

Pasal 6 

(IJ SKPD yai1g terlamba t mdakukan Rek nsili si Data l{euangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pasal -+ aya t (- sampai ayat (8) akan dikenakan 

sanksi administratif. 

(2} Pengenaan sanksi admin istrau-· sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

dilaksanakan oleh Badan I...::euangan Daerah selaku BUD dengan 

mengembalikan Surat Perintah ~lembayar yang telah diajukan oleh 

SnPD. 

(3 ) Pemgembalian Surat Perintah \lembayar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dikecualikan terhadap Surat Perintah Membayar Langsung 

belanja pegmrni, Surat Perintah i\Iembayar Langsung kepada Pihak 

Ketiga, dan Surat Perintah Membayar Pengembalian. 

(4) Pengenaan sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada a) at ( 1) 

dilakukan dengan menerbitkan SP2S. 

Pasal 7 

UAKPA SKPD } ang sudah melaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan 

dengan UAKBUD SKPKD maka akan diterbitkann} a Surat Pemberitahuan 

Pencabutan Sanksi (SP3S) bersamaan dengan diterbitkan Berita Acara 

Rekonsiliasi Data Keuangan. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8 

(1) Dalam kondisi tertentu, Rekonsiliasi sebaaaimana dimaksud dalam pasal 
t:, 

2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terpusat. 

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat ( 1) antara Iain volume 

trasaksi yang besar. 



BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan 

Bupati ini berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah 

berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tangga1 27 .Januari 2020 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal ') '/ ,Jam ~ari 2020 

SEKR TARIS DAERAH 
KABUP EBO NG 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR .8. 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
· BAG\AN HUKUM 

(I, PENEI.AAH PROOUK HU KUM i 
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